" = PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
"Naff|  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
| PEMADAM KEBAKARAN

P JI H. Agus Salim Telp (0766) 21607-21000 "ATN AN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PIEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ 01 /Satpol.PP&Damlkar/P8/2020
TIENTANG
PENETAPAN STAF SEDAGAI SOPIR
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas rutin/ operasional
Pimpinan dan dalam rangka opernsional kendaraan dinas roda 4
(empat) yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan, maka perlu ditetapkan staf
yang dipandang mampu menjadi sopir memenuhi maksud tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan,
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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6 Pernturan Pemerintnh Nomior 58 Tahun
Vlibe Tnedonealii

Kevnnpan Daerah (Lembaran Nepm Hepuhlik
2005 Nomot 140, Tambahan Lembaran Hegnon Eep
Nomen AH78),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Ty 2005 tentarns Peddiini
mwaann Pengelenpgarnnn Pemerintahinn Dineh
: 106,

Pembinanan dan Peng
(Lembatan Negiara Republile [ndonesin Tahun 2005 Merinin

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneain Noror 450.3),
Peraturnn Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemluighin
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahnn Do
'ropinsi dan pemerintahan  Daerah  Kanbupaten/Kotn (Lerbingin
Negarn Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, ‘Tambnahnn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor A737),

tunn ollal
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f,

g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentany “
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonenin Nomai

5094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2001 tontang

10.
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong, Prajn;

1. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tenting,
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang

12
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Urainn Tupnt
Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadin

Kebakaran,;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah  Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan -
Menunjuk Saudara Dian Adilla Putra sebagai Sopir pada Satuan

KESATU :
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir
Selatan.

KEDUA : Sopir pada Sat.ugm Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum

Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas yang digunakan.

2. Kendajjaan Dinas tersebut dipergunakan untuk keperluan
operasional dan pimpinan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
dan atau untuk keperluan dinas di lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir

Selatan.
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3. Sopir harus melenpgkapi diri dengan surat-surat kendaraan seperti

Surat Lzin Mengemudi (SIM), STNK, dan lain-lain.
1. Melaksanakan tugns-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

KETIGA : Kepada Sopir Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan upah kerja sehesar,
Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

setiap bulannya.
KEEMPAT :Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada DPA Satu.a'n
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir

Selatan.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Januari 2020

Kepala,Satuan Pglisi Pamong Praja
Dan Pemadam KebakaAran Kabupaten Pesisir
Selatan

i,

DAILIPAL, S.Sos,\M. Si
NIP. 19680805 199009 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.

Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

Badan Pengelola Keuangan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

Sdr. Sopir yang bersangkutan.

2.
3.
4.
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